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ABSTRAK
[bookmark: _GoBack]Penelitian ini bertujuan untuk melihat laporan realisasi anggaran dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang dan mengetahui sejauh mana kinerja keuangan pemerintah Kota Padang Tahun 2014. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah adalah tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator- indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis data pada penelitian ini menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektifitas dan efisiensi PAD, dan uji tanda.
Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Padang Tahun 2011-2014 telah sesuai dengan Peraturan standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Tahun 2010. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah Kota Padang Tahun2011-2014 hasil pembahasan tidak mengalami perbedaan secara signifikan, tingkat keterganatungan masih dikategorikan tinggi. Artinya bahwa kemampuan  pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah relatif sama atau tidak ada peningkatan secara signifikan pendapatan asli daerah relatif sama atau tidak ada pemerintah daerah kota padang dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Rasio efektifitas menunjukkan cukup efektif pada tahun 2011 dan sangat efektif mulai dari tahun 2011 sampai 2014 dalam pengelola PAD, kondisi  tersebut dapat dilihat dari komponen rasio efektifitas, pada saat target pendapatan asli daerah meningkat, tetapi kondisi riil justru sebaliknya, hal ini bisa saja disebabkan oleh sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar yaitu berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah belum bisa dimaksimalkan. 
Kata Kunci : Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang

ABSTRACT
This research intent to see budget realization reporting in measure local government finance performance city Padang and knows to what extent commanding finance performance Year city Padang 2014. Budget Realization reporting constitute reporting that present source overview, allocation and financial resource using up that brought off by federal / region. Meanwhile commanding finance performance is level attainment a financial activity target local government which be measured indicator thru appreciable finances of yielding Revenue Plan performing accountabilities and Region Expenses (APBD). Analisis is data on observational it utilizes financial independence ratio region, ratio decentralizes fiscal, PAD'S effectiveness and efficiency ratio, and sign quiz. 
analisis's result points out that budget realization reporting in measure local government finance performance Year city Padang 2011-2014 corresponded to Governmental Accounting default regulations (PSAP) Year 2010. Meanwhile commanding finance performance year 2011 city Padang 2014 result study not experiences distinctive signifikan's alae, keterganatungan's zoom stills tall dikategorikan. Its mean that commanding ability in term increase relative region original income with or no signifikan's ala step-up relative region original income with or no city Padang local government in increase region original income it. Effectiveness ratio point out effective enough on year 2011 and so effective beginnings of years 2011 until 2014 deep managing PAD, condition of that gets to be seen from effectiveness ratio component, upon original propertied target region increases, but condition of substantive just contrariwise, it can just because of original revenue source region the greatest which is indigenous region taxes and region retribution can't yet be maximized.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan dan operasional pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah, dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Besarnya realisasi anggaran dan jenis belanjanya mengindikasikan besarnya komitmen dan keseriusan suatu pemerintahan daerah pada aspek-aspek yang menjadi prioritas daerah.
Laporan keuangan adalah salah satu alat yang sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan suatu pemerintahan dan akan berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah adalah melakukan  analisis pada setiap kinerja pemerintah daerah.
 Pengukuran  kinerja keuangan yaitu sebagai laporan operasi kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk menilai kinerja keuangan organisasi dalam hal efisiensi dan efektifitas serta memonitor biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Penggunaan rasio efisiensi yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya. Kinerja keuangan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan kinerja dikatakan tidak efisien apabila rasio yang dihasilkan semakin besar.
Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkankan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Jadi, untuk mengatahui hasil laporan realisasi anggaran keuangan maka penting dan berguna bagi pemerintah daerah untuk mengambil keputusan dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Bertitik tolak dari pembicarakan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya sekaligus menyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengaruh Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang.

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan  pemerintah daerah kota padang.
2. Untuk  mengetahui apakah laporan realisasi anggaran pada pemerintah daerah kota padang sesuai dengan PSAP No 2 tahun 2010.




TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. 
Menurut PP 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran ( LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapat LRA,belanja, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan dari sesuatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :
1. Informasi mengenai sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi.
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisisensi penggunaan anggaran.
LRA menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien dengan anggaraannya (APBD) dan sesuai dengan peraturan undang-undangan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Pengertian Kinerja Keuangan
Menurut Jumingan (2006:239) menjelaskan pengertian tentang kinerja sebagai       berikut:
“Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya”.
Menurut Irham Fahmi (2006:63) mengutip dari Indra Bastian memberikan definisi pengertian kinerja keuangan:
“Kinerja Keuangan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategicplanning) suatu organisasi”.
Dari pengertian–pengertian yang didefinisikan oleh beberapa ahli pakar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah prestasi kerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

Penelitian Sebelumnya
1. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Friska Palilingan, Harijanto Sabijono, Lidia Mawikete (2015) Analisa Kinerja Belanja Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Hasil penelitiannya yaitu kinerja belanja pemerintah kota Manado dilihat dari analisi varians secara umum kinerja pemerintah kota Manado dapat dikatakan baik karena dari tahun 2009-2013 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya dari tahun 2009-2010 rata-rata sebesar 90,75 %. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Kusendang Mujirahayu (2014) Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Kabupaten Grobokan Tahun Anggaran 2008-201. Hasil penelitian yaitu secara keseluruhan dari analisis rasio rata-rata kinerja pemerintah kabupaten Grobokan selama lima tahun anggaran dalam mengelola keuangan daerahnya adalah baik. Dilihat dari rasio efektivitas dari efesiensi PAD sudah efektif da efesien.
3. Penelitian yang dilakukan oleh  Cherrya Dhia Wenny (2012) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hendro Sumarjo (2010) Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten kota di Indonesia). Hasil penelitian yaitu data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari (size) pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :    metode dokumentasi, yaitu metode yang dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki data-data tertulis seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2011-2014, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan kepentingan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Observasi Lapangan (Field Research)
merupakan metode pengumpulan data-data berupa laporan pemerintah daerah kota padang yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, yang didapat dikantor pemda kota padang.
2. Studi Kepustakaan (Library Research)
merupakan teknik pengumpulan data dengan research atau riset pustaka yang memanfaatkan teori-teori dan pendapat para tokoh dalam buku-buku ilmiah, majalah, artikel dan bacaan-bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis dan Sumber Data
      Dalam penelitian ini penulis mengunakan data sekunder, yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dari penelitian ini adalah sejarah Pemko Padang, struktur organisasi serta data yang diperoleh dari buku dan internet.

Defenisi Operasional Variabel
	Untuk menghindari kesalah pahaman dan meluasnya permasalahan yang diangkat, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian operasional variabel sebagai berikut:
1. Realisasi Anggaran 
	Realiasasi Anggaran adalah merupakan suatu ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer dan realisasi pembiayaan.
2. Laporan Realisasi Anggaran menurut PSAP No. 2
	Tujuan Laporan Realisasi Anggaran adalah memberilkan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kinerja Keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator  yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 Metode Analisis
	Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. 
1. Untuk perumusan masalah pertama Metode analisis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan digunakan yaitu menggunakan Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio efektifitas, Rasio Efisiensi. Laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang yang digunakan dalam Tahun 2011-2014. 
2. Untuk perumusan masalah kedua digunakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan permaslahaan adalah uji tanda yaitu dengan membandingkan antara metode yang digunakan oleh pemerintah kota padang dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota padang tahun 2014 sesuai dengan PSAP No.2. Dengan ketentuan nilai tanda hitung (h) banyaknya tanda yang terjadi paling sedikit. Dimana jika laporan realisasi anggaran dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota Padang Tahun 2014 sudah sesuai dengan PSAP No.2 maka akan diberi tanda positif dan jika laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota Padang Tahun 2014 tidak sesuai dengan PSAP No.2 maka akan diberi tanda negatif.

Metode Pengujian Hipotesis
Untuk menguji permasalahan satu apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Hipotesis yang akan diuji dengan Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu:		

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian =  
 Rasio derajat desentralisasi fiskal
Derajat Desentralisasi = 
2. Rasio Efektivitas 
Rasio efektifitas  = 
3. Rasio efisiensi
Rasio efisiensi = 

Untuk menguji permasalahan kedua apakah hipotesis yang diajukan    dapat diterima atau ditolak maka diperlukan perbandingan antara hasil uji tanda hitung dengan hasil uji tabel dimana taraf nyata dan nilai T tabelnya α = 0,05. Hipotesis yang akan di uji sebagai berikut :
Ho :	diduga laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota Padang Tahun 2014 telah sesuai dengan PSAP No.2.
Ha :	diduga laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota Padang tahun 2014 tidak sesuai dengan PSAP No.2 Dengan ketentuan pengujian sebagai berikut :
· Tolak H0 dan menerima HA : apabila h-hitung ≤  h-tabel
· Tolak HA dan menerima H0 : apabila h-hitung > h-tabel

Hasil Penelitian
Berdasarkan permasalahan penelitian yang diajukan, peneliti akan menganalisis penyajian laporan realisasi anggaran  dan APBD daerah kota padang tahun anggaran 2011-2014 Apakah laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah kota padang dan Apakah laporan realisasi anggaran pada pemerintah daerah kota padang sesuai dengan PSAP No.2 tahun 2010. Data yang diperlukan adalah laporan Realisasi anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah(APBD) Pemerintah daerah kota Padang. Peneliti dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan tersebut.
Berdasarkan hasil pengelolahan data tersebut dapat dijawab atas pertanyaan peneliti yaitu tentang penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota padang tahun 2014 apakah telah sesuai dengan Psap no.2 tahun 2010.

Analisis Permasalahan
	Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama digunakan yaitu menggunakan:
1. Rasio Kemandirian Keuangan  Pemerintah Daerah Kota Padang
           Kemandirian keuangan Daerah (otonomi fiskal) mengindikasikan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah (Abdul Halim, 2012
Untuk menilai tinggi rendahnya rasio kemandirian pemerintah daerah, bisa mengacu pada kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, sebagai berikut :

   Tabel 4.1.  Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian
	Kemampuan Keuangan
	Kemandirian (%)
	Pola Hubungan

	Rendah Sekali
	0%-25%
	Instruktif

	Rendah
	25%-50%
	Konsultatif

	Sedang
	50%-75%
	Partisipasif

	Tinggi
	75%-100%
	Delegatif


Sumber: Halim, 2012
a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. (daerah yang tidak   mampu melaksanakan otonomi daerah)
b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sendikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam malaksanakan urusan otonomi daerah.
Rasio kemandirian pemerintah daerah kota padang dapat dihitung sebagai berikut :
Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada berikut:
Rasio Kemandirian =  
Rasio Kemandirian Tahun 2011 =    = 10,88%
Rasio Kemandirian Tahun 2012 =    = 4,69%
Rasio Kemandirian Tahun 2013 =  =19,15%
Rasio Kemandirian Tahun 2014 =  = 23,28%
Tabel 4.2 perhitungan rasio kemandirian pemerintah daerah kota padang
 tahun anggaran 2011-2014
	Tahun
	PAD (Rp)
	Bantuan Pemerintah Pusat (Rp)
	Pinjaman (Rp)
	Rasio Kemandirian (%)
	Pola Hubungan dan Kriteria

	2011
	164.935.233.893,28
	15.159.200.000,00
	-
	10,88 %
	Instruktif/ Rendah Sekali

	2012
	187.627.200.000,00
	     400.000.000,00
	-
	4,69%
	Instruktif/ Rendah Sekali

	2013
	238.889.759.534,00
	12.470.803.160,00
	-
	19,15%
	Instruktif/ Rendah Sekali

	2014
	307.350.120.985,90
	13.200.600.000,00
	-
	23,28%
	Instruktif/ Rendah Sekali


Sumber: data sekunder diolah
Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa Pemerintah Daerah kota Padang tingkat kemandiriannya cenderung mengalami penurunan secara  berfluktuasi, hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan rasio kemandirian dari pada tahun 2011 rasio kemandirian 10,88%,hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota padang masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Pada tahun 2012 rasio kemandirian naik menjadi 4,69%, hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan terakir tahun 2014 rasio kemandirian naik maenjadi 23,28%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 kesadaran masyarakat dalam mambayar pajak dan retribusi daerah semakin meningkat jika dibanding tahun sebelumnya. 
2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 
Rasio derajat desentralisasi  fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melasanakan pembangunan. Untuk melihat kemampuan pemerintah daerah kota padang dapat dilihat perhitungan berikut :
Derajat Desentralisasi = 
Derajat Desentralisasi Tahun 2011 =   = 12,88%
Derajat Desentralisasi Tahun 2012 = = 12,92%
Derajat Desentralisasi Tahun 2013 =  = 13,68%
Derajat Desentralisasi Tahun 2014 =  = 15,88%
Tabel 4.3.perhitungan rasio derajat desentralisasi 
pemerintah daerah kota padang tahun anggaran 2011-2014
	Tahun
	PAD (Rp)
	Total Pendapatan Daerah (Rp)
	Pinjaman (Rp)
	Rasio Kemandirian (%)
	Kriteria
DDF

	2011
	164.935.233.893,28
	1.280.232.247.037,83
	-
	12,88%
	Kurang

	2012
	187.627.200.000,00
	1.452.057.931.175,95
	-
	12,92%
	Kurang

	2013
	238.889.759.534,00
	1.745.733.053.161,00
	-
	13,68%
	Kurang

	2014
	307.350.120.985,90
	1.934.378.053.805,90
	-
	15,88%
	Kurang


Sumber: data sekunder diolah
Berdasarkan tabel 4.3 diatas, terlihat bahwa tingkat kewengan pemerintah pusat yang diberikan terhadap daerah pada pemerintah daerah kota padang cendrung mengalami penurunan secara berfluktuasi, hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan rasio derajat desentralisasi fiskal dari pada tahun 2011 rasio derajat desentralisasi fiskal 12,88%, pada tahun 2012 rasio derajat desntralisasi fiskal naik menjadi 12,92%, tahun 2013 terjadi lagi kenaikan 13,68%, dan retribusi daerah, tahun 2013 terjadi lagi kenaikan 19,15%, hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan terakir tahun 2014 rasio kemandirian naik menjadi 15,88%, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014. 
Tabel 4.4 Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal
	Persentase PAD terhadap TPD (%)
	Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal

	0,00-10,00
	Sangat Kurang

	10,01-20,00
	Kurang

	20,01-30,00
	Sedang

	30,01-40,00
	Cukup

	40,01-50,00
	Baik

	>50,00
	Sangat Baik


Sumber: Mahmudi,2010
3. Rasio Efektivitas 
Rasio ini menyatakan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pemerintah telah menyusun pedoman penilaian tinkat efektivitas keuangan daerah, melalui mahmudi berikut ini:
Tabel 4.5 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan daerah
	Persentase Kinerja Keuangan(%)
	Kriteria

	Di atas 100
	Sangat Efektif

	100
	Efektif

	90-99
	Cukup Efektif

	75-89
	Kurang Efektif

	Di bawah 75
	Tidak Efektif


Sumber: Mahmudi,2010
Rasio efektifitas  =   x 100%
Rasio efektifitas Tahun 2011 =  x 100% = 100%
Rasio efektifitas Tahun 2012 = x 100%= 99,95%
Rasio efektifitas Tahun 2013 =   x 100% = 100%
Rasio efektifitas Tahun 2014 =   x 100%= 100%
Tabel 4.6 perhitungan rasio efektifitas daerah
	Tahun
	 Anggaran  PAD 
(Rp)
	Realisasi PAD (Rp)
	Rasio Efektivitas
(%)
	Kriteria 
Efektivitas

	2011
	46.923.210.909,25
	46.923.210.909,25
	100%
	Efektif

	2012
	97.324.343.194,91  
	97.284.593.026,91
	99,95%
	Cukup Efektif

	2013
	164.307.317.444,02
	164.307.317.444,02
	100%
	Efektif

	2014
	209.589.098.442,09
	209.589.098.442,09
	100%
	Efektif


Sumber: data sekunder diolah
Berdasarkan tabel 4.6 diatas nampak bahwa terjadi peningkat rasio efektivitas tahun ketahun periode waktu 2011-2014 tahun 2011 rasio efektivitas pemerintah daerah kota padang sebesar 100%, tahun 2012 rasio efektivitas pemerintah daerah kota padang menurun menjadi 99,95%, turun dari tahun sebelumnya, pada tahun2013 rasio efektifitas pemerintah daerah kota padang naik menjadi 100%, dibanding tahun sebelumnya yakni 2012, pada tahun 2014 tetap rasio efektivitas menjadi 100%, jika dibanding tahun sebelumnya 2014 kriteria rasio efektivitas keuangan daerah tahun 2011 efektif,cukup efektif  pada tahun 2012 dan  efektif mulai dari tahun 2013 sampai 2014 dalam mengelola PAD nya.
4. Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi menggambarkan perbandinagan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. 
Tabel 4.7 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan daerah
	Persentase Kinerja Keuangan(%)
	Kriteria

	Di atas 40
	Tidak Efektif 

	31-40
	Kurang Efektif

	21-30
	Cukup Efektif

	10-20
	Efektif

	Di bawah 10
	Sangat Efektif


Sumber: Mahmudi,2010
Rasio efisiensi =  x 100%
Rasio efisiensi Tahun 2011 	=   x 100%   = 11,34%
Rasio efisiensi Tahun 2012 	=  x 100% = 8,99%
Rasio efisiensi Tahun 2013 =  x 100% = 18,78%
Rasio efisiensi Tahun 2014 	=   x 100% = 8,32%
Tabel 4.8 perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah
	Tahun
	Realisasi Penerimaan PAD
 (Rp)
	Biaya pengeluaran
 (Rp)
	Rasion Efisiensi 
(%)
	Kriteria
Efisiensi

	2011
	46.923.210.909.25
	5.324.899.000,00
	11,34%
	Efektif

	2012
	97.284.593.026,91
	8.753.000.000,00
	8,99%
	Sangat Efektif

	2013
	164.307.317.444.02
	30.861.713.387,16
	18,78%
	Efektif

	2014
	228.610.098.442.09
	19.021.000.000,00
	8,32%
	Sangat Efektif


Sumber : data skunder diolah
Tabel diatas diketahui bahwa rasio efisiensi pemerintah daerah kota padang cenderung mengalami secara  tahun 2011 rasio efisisensi sebesar 11,34%, pada tahun 2012 menjadi 8,99% penurunan, pada tahun 2013 rasio efisiensi naik menjadi 18,78%, terakir tahun 2014 rasio efisiensi turun menjadi 8,32%,Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota padang dalam mengelola pendapatan asli daerahnya sudah “ sangat efisien” karena hasil rasio efisiensi kisaran dibawah 10%.

Analisis laporan realisasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah periode 2011-2014
Kinerja keuangan pemerintahan saat ini akan selalu menjadi sorotan utama bagi publik, hal ini dikarenakan dengan melihat kinerja pemerintah maka publik akan dapat mengetahui gambaran bagaimana pemerintah dapat menggunakan kewenangan yang dimilikinya saat ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan lebih memikirkan kepentingan rakyatnya. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam bentuk APBD yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga bisa berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut, APBD dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Semua ini perlu dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat yang harus menjadi prioritas penting dalam penyusunan anggaran, mengingat masyarakat juga memiliki andil yang cukup besar dalam penerimaan suatu negara atau daerah yang tidak terlepas dari sumbangan masyarakat itu sendiri baik yang berupa pajak dan retribusi yang mempunyai persentanse cukup besar terhadap penerimaan suatu daerah.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kota padang semakin menurun sejak empat tahun terakir ini, diketahui dari empat rasio yang digunakan peneliti dalam melihat kinerja keuangan hanya empat rasio yang digunakan peneliti dalam melihat kineja keuangan hanya empat rasio yang mengalami peningkatan (hipotesisnya diterima) dari periode penelitian 2011-2014. Rasio tersebut ialah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas keuangan daerah, dan rasio efisiensi namun penurunan ini  cukup signifikan karena dilihat dari kategori ukuran persentasenya  berubah-berubah tetap tergolong sangat baik untuk rasio kemandirian keuanagan daerah. 

Permasalahan Kedua
Untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu apakah laporan realisasi anggaran pada pemerintah daerah kota padang sesuai dengan PSAP No.2 tahun 2010, maka digunakan uji tanda. Uji tanda dilakukan dengan membandingkan antara metode yang digunakan oleh pemerintah kota Padang dalam penyusunan laporan realisasi anggaran pada pemerintah daerah kota padang sesuai dengan PSAP No. 2 tahun 2010.
Berdasarkan proses pengamatan dan penghimpunan data yang telah dilakukan dapat dibuat tabel perbedaan antara penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah pada pemerintah daerah kota Padang Tahun 2014 dengan penyajian yang telah ditetapkan dalam PSAP No.2 tahun 2010. Dengan ketentuan bahwa nilai tanda hitung (h) banyaknya tanda yang terjadi paling sedikit. Dimana jika laporan realisasi anggaran pemerintah kota Padang Tahun 2014 sudah sesuai dengan PSAP No.2 tahun 2010 maka akan diberi tanda positif dan jika laporan realisasi anggaran pemerintah kota padang Tahun 2014 tidak sesuai dengan PSAP No.2 maka akan diberi tanda negatif, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Uji Tanda
	No
	Indikator Laporan Realisasi Anggaran
	Laporan Realisasi anggaran 
Tahun 2014
	Menurut PSAP No.2 tahun 2010
	Uji Tanda

	
	PENDAPATAN
	
	
	

	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH
	
	
	

	1
	Pendapatan pajak daerah
	+
	+
	+

	2
	Pendapatan restribusi  daerah
	+
	+
	+

	3
	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
	+                    
	+
	+

	4
	 Lain-lain PAD yang sah
	+
	+
	+

	
	Jumlah pendapatan asli daerah
	
	
	

	
	PENDAPATAN TRANSFER
	
	
	

	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
	
	
	

	5
	Dana bagi hasil pajak
	+
	+
	+

	6
	Dana bagi hasil sumber daya alam
	+
	+
	+

	7
	Dana alokasi umum
	+
	+
	+

	8
	Dana alokasi khusus
	+
	+
	+

	
	jumlah pendapatan transfer dana parimbangan
	
	
	

	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA
	
	
	

	9
	Dana otonomi khusus
	-
	+
	-

	10
	Dana penyesuaian
	+
	+
	+

	
	jumlah pendapatan transfer 
	
	
	

	
	Pemerintah pusat lainnya
	
	
	

	
	TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI
	
	
	

	11
	Pendapatan bagi hasil pajak
	+
	+
	+

	12
	Pendapatan bagi hasil lainnya
	+
	+
	+

	
	Jumlah transfer pemerintah provinsi
	
	
	

	
	Total pendapatan transfer
	
	
	

	
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
	
	
	

	13
	Pendapatan hibah
	+
	+
	+

	14
	Pendapatan dana darurat
	+
	+
	+

	15
	Pendapatan lainnya
	+
	+
	+

	
	Jumlah pendapatan lain-lain yang sah
	
	
	

	
	Jumlah pendapatan
	
	
	

	
	BELANJA
	
	
	

	
	BELANJA OPERASI
	
	
	

	16
	Belanja pegawai
	+
	+
	+

	17
	Belanja barang
	+
	+
	+

	18
	Bunga
	+
	+
	+

	19
	Subsidi
	+
	+
	+

	20
	Hibah
	+
	+
	+

	21
	Bantuan sosial 
	+
	+
	+

	
	Jumlah belanja operasi
	
	
	

	
	BELANJA MODAL
	
	
	

	22
	Belanja tanah
	+
	+
	+

	23
	Belanja jembatan dan mesin
	+
	+
	+

	24
	Belanja gedung dan bangunan
	+
	+
	+

	25
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan
	+
	+
	+

	26
	Belanja aset tetap lainnya
	+
	+
	+

	27
	Belanja aset lainnya
	+
	+
	+

	
	Jumlah belanja modal
	
	
	

	
	BELANJA TAK TERDUGA
	
	
	

	28
	Belanja tak terduga
	+
	+
	+

	
	Jumlah belanja tak terduga
	
	
	

	
	Jumlah belanja
	
	
	

	
	TRANSFER
	
	
	

	
	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA
	
	
	

	29
	Bagi hasil pajak 
	+
	+
	+

	30
	Bagi hasil retribusi 
	+
	+
	+

	31
	Bagi hasil pendapatan lainnya
	+
	+
	+

	
	Jumlah transfer bagi hasil ke desa
	
	
	

	
	Jumlah belanja dan transfer
	
	
	

	
	SURPLUS/DEFISIT
	
	
	

	
	PEMBIAYAAN 
	
	
	

	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
	
	
	

	32
	Penggunaan SILPA
	+
	+
	+

	33
	Pencairan dana cadangan
	+
	+
	+

	34
	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
	+
	+
	+

	35
	Pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat
	-
	+
	-

	36
	Pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya
	-
	+
	-

	37
	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan lainnya
	-
	+
	-

	38
	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bank
	-
	+
	-

	39
	Pinjaman dalam negeri-obligasi
	+
	+
	+

	40
	Pinjaman dalam negeri-lainnya
	-
	+
	-

	41
	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara 
	-
	+
	-

	42
	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah
	-
	+
	-

	44
	Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya
	-
	+
	-

	
	JUMLAH PENERIMAAN
	
	
	

	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
	
	
	

	45
	Pembentukan dana cadangan
	+
	+
	+

	46
	Penyertaan modal pemerintah daerah
	+
	+
	+

	47
	Pembayaraan pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah pusat
	-
	+
	-

	48
	Pembayaraan pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah daerah lainnya
	-
	+
	-

	49
	Pembayaraan pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah keuangan bank
	-
	+
	-

	50
	Pembayaraan pokok pinjaman dalam negeri-pemerintah keuangan bukan bank
	-
	+
	-

	51
	Pembayaraan pokok pinjaman dalam negeri-obligasi
	+
	+
	+

	52
	Pembayaraan pokok pinjaman dalam negeri-lainnya
	-
	+
	-

	53
	Pemberian pinjaman kepada perusahaan negara
	-
	+
	-

	54
	Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah
	-
	+
	-

	55
	Pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya
	-
	+
	-

	
	Jumlah pengeluaran 
	
	
	

	
	Pembiayaan neto
	
	
	

	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran
	
	
	


Pada tabel diatas terdapat yang merupakan bagian dari metode laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dengan menggunakan PSAP No.2 Tahun 2010. Berdasarkan hasil pengamatan terlihat bahwa laporan realisasi anggaran pemerintah daerah pada pemerintah kota Padang Tahun 2014 telah memenuhi kriteria sebanyak 55 indikator dan 17 indikator belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dimana 17 indikator tersebut meliputi perbandingan antara menurut PSAP No.2 tahun 2010 dengan Laporan Realisasi anggaran Tahun 2014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa h-hitung adalah 17 sedangkan h-tabel = h (5% : 55) adalah 17, dengan taraf nyata kesalahan α = 0,01. Dengan demikian terlihat bahwa nilai h-hitung = 17 = h-tabel = 0,01 : menerima HA dan menerima H0 yang berarti bahwa laporan realisasi anggaran pemerintah kota Padang Tahun 2014 telah sesuai dengan PSAP No.2 tahun 2010.
Berdasarkan hasil survey dan penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa metode dalam laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota Padang Tahun 2014 telah  sesuai dengan metode pada PSAP No.2 tahun 2010 meskipun terdapat 17 indikator yang tidak ada pada LRA Tahun 2014. 

Pengujian Hipotesis
Untuk menjawab perumusan masalah kedua bahwa laporan realisasi anggaran pemerintah daerah kota padang sesuai dengan PSAP No.2 tahun 2010, maka penulis akan dilakukan uji tanda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa h-hitung adalah 17 sedangkan h-tabel = h (5% : 55) adalah 17, dengan taraf nyata kesalahan α = 0,01 dan n = 55. 
Dengan demikian terlihat bahwa nilai h-hitung = 17 = h-tabel = 17, sehingga keputusannya adalah menerima HA dan menerima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode laporan realisasi anggaran pada pemerintah daerah kota Padang Tahun 2014 telah sesuai dengan metode yang terdapat pada PSAP No.2 tahun 2010 pada derajat kesalahan (α) = 5%.

PENUTUP

Kesimpulan
	Berdasarkan hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
· Laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota padang berdasarkan hasil perhitungan analisa dengan Rasio keuangan pemerintah daerah kota padang tahun anggaran 2011-2014 dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara keseluruhan dari analisis rasio, rata-rata kinerja pemerintah daerah kota padang selama empat tahun anggaran dalam mengelola keuangan daerahnya adalah baik. Dilihat dari rasio efektivitas dan efisiensi PAD dikategorikan sudah efektif dan efisien. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah kota padang, seperti kemandirian keuangan pemerintah daerah kota padang yang masih rendah.
· Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kota Padang Tahun 2014 telah sesuai dengan PSAP No.2 Tahun 2010.

Saran-Saran 
Dari pembahasan yang telah dilakukan maka dapat dikumukakan saran yang mungkin berguna untuk pemerintah daerah kota padang kedepan. Adapun saran tersebut adalah : pemerintah daerah kota padang diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat bisa semakin berkurang. Pemerintah daerah kota padang agar lebih proporsional di dalam mengelokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
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